BAB I1
LANDASAN TEORI

A. Akad Mudharabah
1. Pengertian Mudharabah

Kata mudharabah berasal dari kata dharb yang berarti memukul
atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini maksudnya adalah
proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.
Suatu kontrak disebut mudharabah, karena pekerja (mudharib)
biasanya membutuhkan suatu perjalanan untuk menjalankan bisnis.
Sedangkan perjalanan dalam bahasa Arab disebut juga dharb fil
Ardhi.!

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak
dimana pihak pertama ( shahibul maal ) menyediakan seluruh ( 100 %
) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.?

Akad mudharabah adalah transaksi penanaman dana dari pemilik
dana ( shahibul maal ) kepada pengelola dana (mudharib) untuk
melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah,dengan
pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah

yang telah disepakati sebelumnya.®

2. Landasan Hukum
a. Al-Qur’an
QS. Al-Muzzamil 20
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‘Muhammad Asy-Syarbini, Mughni Al- Muhtaj, juz I1, h. 309

’Antonio, Bank ..., h. 95

’A. Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah, Jakarta: Kompas Gramedia
Building, 2012, h. 152
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Artinya :...Dan orang — orang yang berjalan di muka bumi mencari
sebagian karunia Allah...(QS Al Muzzamil 20)*

. Al-Hadist

HR. Ibnu Majah dari Shuhaib
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Rasulullah SAW bersabda ““ Tiga hal yang didalamnya terdapat
keberkatan: jual beli secara tangguh, mugaradhah ( mudharabah ),

dan mencampuradukan dengan tepung untuk keperluan rumah
bukan untuk dijual” (Hr. Ibnu Majah dari Shuhaib ).”

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-
MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah, memutuskan
menetapkan: FATWA TENTANG PEMBIAYAAN
MUDHARABAH (QIRADH)
Pertama:
Ketentuan Pembiayaan:
1) Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan
oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2) Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal ( pemilik
dana ) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek ( usaha ),
sedangkan pengusaha ( nasabah ) bertindak sebagai mudharib

atau pengelola usaha.

*Al-Qur’an dan Terjemahan QS.Muzzamil 20
*Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang
Pembiayaan Mudharabah
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Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan
pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan
kedua belah pihak ( LKS dengan pengusaha ).

Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah
disepakati bersama dan sesuai dengan syariah; dan LKS tidak
ikut serta dalam managemen perusahaan atau proyek tetapi
mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam
bentuk tunai dan bukan piutang.

LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian
akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib ( nasabah )
melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi
perjanjian.

Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada
jaminan, namun agar mudharib tidak  melakukan
penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib
atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila
mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal — hal
yang telah disepakati bersama dalam akad.

Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme
pembagian  keuntungan  diatur oleh LKS dengan
memperhatikan fatwa DSN.

Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.

10) Dalam hal penyandang dana ( LKS ) tidak melakukan

kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan,
mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah

dikeluarkan.
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Kedua:

Rukun dan Syarat Pembiayaan:

Penyedia dana ( shahibul maal ) dan pengelola ( mudharib )

harus cakap hukum.

Pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak

untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan

kontrak (akad), dengan memerhatikan hal — hal berikut:

a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit
menunjukkan tujuan kontrak ( akad ).

b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.

c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi,
atau dengan menggunakan cara — cara komunikasi modern.

Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh

penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan

syarat sebagai berikut:

a) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.

b) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika
modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut
harus dinilai pada waktu akad.

c) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan
kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak,
sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

Keuntungan Mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai

kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus

dipenuhi:

a) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh
disyaratkan hanya untuk satu pihak.

b) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus
diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati
dan harus dalam bentuk presentase ( nisbah ) dari
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keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus
berdasarkan kesepakatan.

c) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari
Mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung
kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan
disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

5) Kegiatan usaha oleh pengelola ( mudharib ), sebagai
perimbangan (mugabil) modal yang disediakan oleh penyedia
dana, harus memperhatikan hal — hal berikut:

a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa
campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak
untuk melakukan pengawasan.

b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan
pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi
tercapainya tujuan Mudharabah, yaitu keuntungan.

c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syariah Islam
dalam  tindakannya yang  berhubungan  dengan
Mudharabah,dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku

dalam aktivitas itu.

Ketiga:

Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan:

1) Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.

2) Kontrak tidak boleh dikaitkan ( mu’allag ) dengan sebuah
kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.

3) Pada dasarnya, dalam Mudharabah tidak ada ganti rugi, karena
pada dasarnya akad ini bersifat amanah ( yad al — amanah ),
kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau
pelanggaran kesepakatan.

4) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika

terjadi  perselisihan diantara kedua belah pihak, maka
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penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah
setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.®

3. Rukun dan Syarat Mudharabah
a. Rukun mudharabah

Faktor — faktor yang harus ada ( rukun ) dalam akad mudharabah

adalah:

1)

2)

3)

4)

Pelaku ( pemilik modal maupun pelaksana usaha )

Dalam akad mudharabah harus ada minimal dua pelaku. Pihak
pertama sebagai pemilik modal ( shahibul maal ), sedangkan
pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha ( mudharib ).
Objek mudharabah ( modal dan kerja )

Faktor kedua ( objek mudharabah ) merupakan konsekuensi
logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik
modal menyerahkan modalnya sebagai objek mudharabah,
sedangakan pelaksanausaha menyerahkan kerjanya sebagai
objek mudharabah.

Persetujuan kedua belah pihak ( ijab — gabul )

Faktor ketiga, yakni persetujuan kedua belah pihak, merupakan
konsekuensi dari prinsip an — taraddin minkum ( sama — sama
rela).

Nisbah keuntungan

Faktor keempat ( yakni nisbah ) adalah rukun yang khas dalam
akad mudharabah. Nisbah mencerminkan imbalan yang berhak
diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah. Mudharib
mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan shahibul maal

mendapat imbalan atas penyertaan modalnya.’

°*Ahmad Ifham Sholihin, Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta:
Kompas Gramedia Building, 2010, h. 172 — 174
’Karim, Bank..., h. 205 -206
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b. Syarat mudharabah

Sedangkan syarat — syarat mudharabah sebagai berikut:

1) Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus

2)

3)

4)

cakap hukum.

Pernyataan ijab dan gabul harus dinyatakan oleh para pihak

untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan

kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:

a.

Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit
menunjukkan tujuan kontrak (akad).

Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi,

atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh

penyedia dana kepada pengelola (mudharib) untuk tujuan

usaha dengan syarat sebagai berikut:

a.
b.

Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.

Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika
modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut
harus dinilai pada waktu akad.

Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan
kepada mudharib (pengelola modal), baik secara bertahap
maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai

kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus

dipenuhi:

a.

b.

Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh
disyaratkan hanya untuk satu pihak.

Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus
diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati
dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari
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keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus
berdasarkan kesepakatan.

c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari
mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung
kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan
disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

5) Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai
perimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus
memperhatikan hal-hal berikut:

a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif pengelola (mudharib),
tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai
hak untuk melakukan pengawasan.

b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan
pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi
tercapainya tujuan mudharababh, yaitu keuntungan.

c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari’ah Islam
dalam  tindakannya  yang  berhubungan  dengan
mudharabah,dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku

dalam aktifitas itu.®

4. Jenis — Jenis Mudharabah
Secara umum mudharabah terbagi kepada dua jenis yaitu :
a. Mudharabah Mutlagah
Mudharabah Mutlagahadalah sistem mudharabah dimana pemilik
modal menyerahkan modal kepada pengelola tanpa pembatasan
jenis usaha, tempat dan waktu dan dengan siapa pengelola
bertransaksi. Jenis ini memberikan kebebasan kepada Mudharib
(pengelola modal) melakukan apa saja yang dipandang dapat

mewujudkan kemaslahatan

®Dimyaudin Djuwaini,Pengantar Figih Muamalah, Yogyakarta: putaka
pelajar,2010,h. 228
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b. Mudharabah Mugayyadah

Mudharabah Mugayyadah adalah pemilik modal menyerahkan

modal kepada pengelola dan menentukan jenis usaha atau tempat

atau waktu atau orang yang akan bertransaksi dengan Mudharib.

Dua mudharabah Ini biasanya diterapkan pada produk-produk

pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi  penghimpunan

dana,mudharabah diterapkan pada:

a) Tabungan berjangka yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk
tujuan khusus,seperti tabungan haji,tabungan qurban,dan
sebagainya.

b) Deposito biasa

c) Deposito Spesial,dimana dana yang dititipkan nasabah khusus
untuk bisnis tertentu,misalnya murabahah saja atau ijarah saja.

Sedangkan pada sisi pembiayaan, mudharabah ditetapkan untuk :

a) Pembiayaan modal Kkerja,seperti modal kerja perdagangan dan
jasa

b) Investasi khusus; disebut juga mudharabah
mugayyadah,dimana sumber dana khusus dengan penyaluran
yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh

shahibul maal.

5. Manfaat Akad mudharabah

Akad mudharabah mempunyai manfaat bagi bank maupun bagi

nasabah. Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut:

a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan
usaha nasabah meningkat.

b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah
pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan /
hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami

negative spread.
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c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow /
arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.

d. Bank akan lebih selektif dan hati — hati ( prudent ) mencari usaha
yang benar — benar, aman, dan menguntungkan karena keuntungan
yang konkret dan benar — benar terjadi itulah yang akan dibagikan.

e. Prinsip bagi hasil dalam al — mudharabah/al — musyarakah ini
berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih
penerima pembiayaan ( nasabah ) satu jumlah bunga tetap berapa
punkeuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan

terjadi krisis ekonomi.?

B. Pembiayaan Modal Kerja
1. Pengertian Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan adalah penyediaan penyediaan dana guna membiayai
kebutuhan nasabah yang memerlukan dan layak memperolehnya.*®

Pembiayaan merupakan tugas bank, yaitu pemberian sejumlah
dana untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Menurut sifat
penggunaannya pembiayaan dibagi menjadi 2 yaitu: pembiayaan
produktif dan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan produktif yaitu
pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi
dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi,
perdagangan, maupun investasi. Pembiayaan konsumtif yaitu
pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi,
yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Pembiayaan
produktifdibagi menjadi dua hal yaitu pembiayaan modal kerja dan
pembiayaan investasi.

Modal kerja adalah dana yang ditanamkan dalam aktiva lancar,
oleh karena itu dapat berupa kas, piutang, surat — surat berharga,

persediaan, dan lain — lain. Modal kerja bruto adalah keseluruhan dari

°Antonio, Bank ..., h. 97 — 98
10 Zainul Arifin, Dasar — Dasar Manajemen Bank Syariah, Jakarta: Pustaka
Alvabet, 2006, h. 200
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aktiva / harta lancar yang terdapat dalam sisi debet neraca. Modal kerja

neto adalah keseluruhan harta lancar dikurangi hutang lancar. Dengan

perkataan lain modal kerja neto adalah selisih antara aktiva lancar
dikurangi dengan hutang lancar.

Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan untuk memenuhi
kebutuhan:

a. peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil
produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau
mutu hasil produksi.

b. Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place
dari suatu barang.™
Pembiayaan modal kerja syariah adalah pembiayaan jangka pendek

yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal

kerja usahanya berdasarkan prinsip — prinsip syariah. Jangka waktu
pembiayaan modal kerja maksimum 1 ( satu ) tahun dan dapat
diperpanjang sesuai kebutuhan.*?

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 25 UU Perbankan Syariah
dan PBI No. 10/24/PBI/2008 sebagaimana telah dikemukakan
sebelumnya Pembiayaan adalah penyediaan dana dan/atau tagihan /
piutang.™

Bank konvensional memberikan kredit modal kerja tersebut,
dengan cara memberikan pinjaman sejumlah uang yang dibutuhkan
untuk mendanai seluruh kebutuhan yang merupakan kombinasi dari
komponen — komponen modal kerja tersebut, baik untuk keperluan
produksi maupun perdagangan untuk jangka waktu tertentu, dengan
imbalan berupa bunga.

Bank syariah dapat membantu memenuhi seluruh kebutuhan modal
kerja tersebut bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan

menjalin  hubungan partnership dengan nasabah, di mana bank

“Antonio, Bank..., h. 160
YKarim, Bank..., h. 234
BWangsawidjaja, Pembiayaan..., h.192
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bertindak sebagai penyandang dana ( shahibul maal ), sedangkan

nasabah sebagai pengusaha ( mudharib ). Skema pembiayaan

semacam ini disebut dengan mudharabah ( trust financing ).

Konsep Dasar Modal Kerja

Konsep dasar modal kerja meliputi konsep modal kerja, penggolongan

modal kerja, unsur — unsur modal kerja permanen, perputaran modal

kerja dan alokasi modal kerja.**

a. Konsep Modal Kerja

Konsep modal kerja mencakup tiga hal, yakni:

1)

2)

3)

Modal Kerja ( working capital assets )

Modal kerja adalah modal lancar yang dipergunakan untuk
mendukung operasional perusahaan sehari — hari sehingga
perusahaan dapat beroperasi secara normal dan lancar.
Beberapa penggunaan modal kerja antara lain adalah untuk
pembayaran persekot pembelian bahan baku, pembayaran upah
buruh, dan lain — lain.

Modal Kerja Brutto ( gross working capital )

Modal kerja brutto ( gross working capital ) merupakan
keseluruhan dari jumlah aktiva lancar ( current assets ).
Pengertian modal kerja bruto didasarkan pada jumlah aktiva
lancar. Aktiva lancar merupakan aktiva yang sekali berputar
akan kembali dalam bentuk semula.

Modal Kerja Netto ( net working capital )

Modal kerja netto ( net working capital ) merupakan kelebihan
aktiva lancar atas hutang lancar. Dengan konsep ini, sejumlah
tertentu aktiva lancar harus digunakan untuk kepentingan
pembayaran hutang lancar dan tidak boleh dipergunakan untuk

keperluan lain.

“Karim, Bank ..., h. 231
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b. Penggolongan Modal Kerja

Berdasarkan penggunaanya, modal kerja dapat diklasifikasikan

menjadi 2 golongan yaitu :

1)

2)

Modal kerja permanen

Modal kerja permanen berasal dari modal sendiri atau dari
pembiayaan jangka panjang. Sumber pelunasan modal kerja
permanen berasal dari laba bersih setelah pajak ditambah
dengan penyusutan.

Modal kerja seasonal

Modal kerja seasonal bersumber dari modal jangka pendek
dengan sumber pelunasan dari hasil penjualan barang
dagangan, penerimaan hasil tagihan termin, atau dari penjualan

hasil produksi.

c. Unsur —unsur Modal Kerja Permanen

Unsur — unsur modal kerja permanen terdiri :

1)

2)

3)

Kas

Kas perusahaan harus dipelihara dalam jumlah yang cukup agar

dapat memenuhi kebutuhan setiap saat diperlukan.

Piutang dagang

Pemberian piutang dagang oleh perusahaan kepada pelanggan

merupakan salah satu strategi mengantisipasi persaingan

dengan tujuan untuk menjaga

keberlangsungan hubungan dengan pelanggan.

Persediaan ( stock ) bahan baku

Jumlah persediaan / stock bahan baku yang selalu tersedia di

perusahaan dapat digolongkan menjadi 2 bagian, yaitu:

a) Stock untuk memenuhi kebutuhan produksi normal.

b) Stock untuk antisipasi guna kontinuitas produksi (iron
stock).
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3. Unsur — Unsur Modal Kerja
Unsur — unsur modal kerja terdiri atas komponen — komponen alat
likuid ( cash ), piutang dagang ( receivable ), dan persediaan
(inventory):
a. Pembiayaan Likuiditas ( Cash Financing )

Pembiayaan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan
yang timbul akibat teerjadinya ketidaksesuaian ( mismatced )
antara cash inflow dan cash outflow pada perusahaan nasabah.
Fasilitas yang diberikan bank konvensional adalah fasilitas cerukan
(overdratft facilities ) atau yang biasa disebut kredit rekening
koran. Bank memperoleh imbalan manfaat berupa bunga atas rata —
rata pemakaian dana.

Sedangkan bank syariah dapat menyediakan fasilitas
semacam ini dalam bentuk gardh timbal balik atau yang disebut
compensating balance. Melalui fasilitas ini, nasabah membuka
rekening giro dan bank tidak memberikan bonus atas rekening giro
tersebut. Bila nasabah mengalami mismatced, nasabah
dapat.menarik dana melebihi saldo yang tersedia sehingga menjadi
negatif sampai maksimum jumlah yang disepakati dalam akad.
Atas fasilitas ini, bank tidak dibenarkan meminta imbalan berupa
apaun kecuali administrasi.

b. Pembiayaan Piutang ( Receivable Financing )

Kebutuhan pembiayaan ini timbul pada perusahaan yang
menjual barangnya dengan kredit, tetapi baik jumlah dan jangka
waktunya melebihi kapasitas modal kerja yang dimilikinya. Bank
konvensional biasanya memberikan fasilitas berupa hal — hal
berikut:

1) Pembiayaan Piutang ( Receivable Financing )

Bank memberikan pinjaman dana kepada nasabah untuk

mengatasi kekurangan dana karena masih tertanam dalam

piutang. Atas pinjaman itu bank meminta cessie atas tagihan
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kepada nasaba tersebut, bank berhak menagih langsung kepada
pihak yang berhutang.
2) Anjak Piutang ( Factoring )

Fasilitas ini diberikan oleh bank dalam bentuk
pengambilalihan piutang nasabah. Untuk keperluan tersebut,
nasabah mengeluarkan draft ( wesel tagih ) yang diaskep oleh
pihak yang berutang atau promissory notes ( promes ) yang
diterbitkan oleh pihak berutang, kemudian di — endors oleh
nasabah. Draf atau promes tersebut lalu dibeli oleh bankdengan
diskon sebesar bunga untuk jangka waktu tertentu. Bila saat
jatuh tempo draft atau promes tidak tertagih maka nasabah
wajib membayar kepada bank sebesar nilai nominal draf
tersebut.

Bagi bank syariah, untuk kasus pembiayaan piutang seperti
tersebut diatas hanya dapat dilakukan dalam bentuk al — gardh
dimana bank tidak boleh meminta imbalan kecuali biaya
administrasi. Untuk kasus anjak piutang, bank dapat
memberikan fasilitas pengambilalihan piutang, yaitu yang
disebut hiwalah.

c. Pembiayaan Persediaan ( Inventory Financing )

Pada bank konvensional dapat kita jumpai adanya kredit
modal kerja yang dipergunakan untuk mendanai pengadaan
persediaan ( inventory financing ).

Bank syariah mempunyai mekanisme tersendiri untuk
memenuhi kebutuhan pendanaan persediaan tersebut, yaitu antara
lain dengan menggunakan prinsip jual beli ( al — ba’i ) dalam dua
tahap. Tahap pertama, bank mengadakan ( membeli dari suplier
secara tunai ) barang — barang yang dibutuhkan nasabah. Tahap
kedua, bank menjual kepada nasabah pembeli dengan pembayaran
tangguh dan dengan mengambil keuntungan yang disepakati

bersama antara bank dan nasabah.
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d. Pembiayaan Modal Kerja untuk Perdagangan
1) Perdagangan Umum

Perdagangan umum adalah perdagangan yang dilakukan
dengan target pembeli siapa saja yang datang membeli barang
— barang yang telah disediakan di tempat penjual, baik
pedagang eceran ( retailer ) maupun pedagang besar ( whole
seller ). Perputaran modal kerja perdagangan semacam ini
sangat tinggi, tetapi pedagang harus menjaga persediaan
barang.

2) Perdagangan Berdasarkan Pesanan

Perdagangan ini biasanya tidak dilakukan atau diselesaikan
ditempat penjual, vyaitu seperti perdagangan antarkota,
perdagangan antarpulau, atau perdagangan antarnegara.
Pembeli terlebih dulu memesan barang — barang yang
dibutuhkan kepada penjual berdasarkan contoh barang atau
daftar barang serta harga yang ditawarkan.

Berdasarkan pesanan itu, penjual lalu mengumpulkan
barang - barang yang diminta dengan cara membeli atau
memesan, baik dari produsen maupun dari pedagang lainnya.
Setelah terkumpul, barulah dikirimkan kepada pembeli sesuai
pesanan. Apabila barang telahdikirim, penjual juga menghadapi
kemungkinan risiko tidak dibayarnya barang yang dikirimnya

itu.

C. Koperasi dan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)
1. Koperasi
a. Pengertian koperasi
Kata koperasi berasal dari cooperation (Bahasa Inggris),
secara harfiah bermakna kerja sama. Kerja sama dalam rangka

mencapai tujuan bersama untuk kepentingan dan kemanfaatan
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bersama. Kemudian kata itulah yang dalam bahasa Indonesia,

secara umum diistilahkan koperasi.

Lazimnya, koperasi dikenal sebagai perkumpulan orang —
orang yang secara sukarela mempersatukan diri guna mencapai
kepentingan — kepentingan ekonomi atau menyelenggarakan usaha
bersama dengan cara pembentukan suatu lembaga ekonomi yang
diawasi bersama.

Di Indonesia pengertian koperasi menurut ketentuan yang
termaktub dalam pasal 1 ayat (1) Undang — undang tentang
perkoperasian (UU Nomor 25 Tahun 1992 Lembaran Negara RI
Tahun 1992 Nomer 116) adalah badan usaha yang beranggotakan
orang — orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan
kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai
gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.®
Fungsi Koperasi
Dilihat dari peranannya, koperasi mempunyai dua fungsi yaitu:

1) Fungsi ekonomi, dalam bentuk kegiatan — kegiatan usaha
ekonomi yang dilakukan koperasi untuk meringankan beban
hidup sehari — hari para anggotanya.

2) Fungsi sosial, dalam bentuk kegiatan — kegiatan sosial yang
dilakukan secara gotong royong atau dalam bentuk sumbangan
berupa uang yang berasal dari laba koperasi yang disisihkan
untuk tujuan — tujuan sosial, misalnya untuk mendirikan
sekolah, tempat ibadah, dan sebagainya.*®

Dalam menjalankan usahanya, ada koperasi yang hanya

melaksanakan satu bidang usaha, dan ada yang melakukan

usahanya secara multitujuan. Sebaliknya ada koperasi yang terus
meluaskan usahanya dalam berbagai usaha yang menghasilkan

keuntungan. Modal usaha koperasi didapatkan dari uang simpanan

> Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, h.
122-123
1 Masjfuk Zuhdi, Masail Fighiyah, Jakarta: Haji Masagung, 1992, h. 112
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pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, pinjaman,
pengumpulan hasil usaha, dan sumber lain yang sah dan tidak
mengikat gerak koperasi. Setiap tahun tutup buku koperasi harus
ada laporan secara tertulis oleh pengurus mengenai neraca untung
rugi. Menyangkut kerugian atau keuntungan adalah Dbersifat
tanggung renteng oleh anggota.

Macam — macam koperasi

Ada empat macam koperasi / syirkah ta’awuniyah menurut

Mahmud Syaltut*":

1) Syirkah abdan, ialah syirkah (kerja sama) antara dua orang atau
lebih untuk melakukan suatu usaha / pekerjaan, yang hasilnya /
upahnya dibagi antara mereka menurut perjanjian. Misalnya
usaha konfeksi, bangunan, dan sebagainya. Abu Hanifah dan
Malik  membolehkan syirkah ini, sedangkan Syafi’i
melarangnya.

2) Syirkah mufawadhah, ialah kerja sama antara dua orang atau
lebih untuk melakukan suatu usaha dengan modal uang atau
jasa dengan syarat sama modalnya, agamanya, mempunyai
wewenang melakukan perbuatan hukum, dan masing — masing
melarang syirkah mufawadhah ini, kecuali Abu Hanifah yang
membolehkannya.

3) Syirkah wujuh, ialah kerja sama antara dua orang atau lebih
untuk membeli sesuatu tanpa modal uang, tetapi hanya
berdasarkan kepercayaan para pengusaha dengan perjanjian
profit sharing ( keuntungan dibagi antara mereka sesuai dengan
bagian masing — masing ). Ulama Hanafi dan Hambali
membolehkan syirkah itu, sedangkan ulama Syafi’i dan Malik
melarangnya, karena menurut mereka syirkah hanya boleh
dengan uang atau pekerjaan, sedangkan uang dan pekerjaan
tidak terdapat syirkah ini.

7 Ibid, h. 113
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4) Syirkah ‘inan, ialah kerja sama antara dua orang atau lebih
dalam permodalan untuk melakukan suatu bisnis atas dasar
profit sharing (membagi untung dan rugi) sesuai dengan
jumlahmodsl masing — masing. Syirkah macam itu disepakati
oleh ulama tentang bolehnya (ijma’ ulama)

d. Manfaat Koperasi

Tentang hukum koperasi dalam Islam, sebagian ulama
menganggap koperasi (syirkah ta’awuniyah) Sebagai akad
mudharabah. Yakni suatu perjanjian kerja sama antara dua orang
atau lebih, yang satu menyediakan modal usaha, sedangkan lainnya
melakukan usaha atas dasar profit sharing menurut perjanjian.®

Syirkah ta’awuniyah tidak mengandung unsur mudharabah
yang dirumuskan oleh fugaha (satu pihak menyediakanmodal dan
pihak lain melakukan usaha). Modal usaha syirkah ta’awuniyah
adalah dari sejumlah anggota pemegang saham, dan usaha koperasi
itu dikelola oleh pengurus dan karyawan yang dibayar oleh
koperasi menurut kedudukan masing — masing.

Karena itu, banyak manfaat yang diperoleh dari syirkah
ta’awuniyah yaitu memberi keuntungan kepada karyawannya,
memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha kopersai

untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah, dan sebagainya.™

2. Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)
a. Pengertian BMT
Istilah baitul mal wat tamwil sebenarnya berasal dari dua
suku kata, yaitu baitul mal dan baitul tamwil. Istilah baitul mal
berasal dari kata bait dan al mal. Bait artinya bangunan atau
rumah, sedangkan al-mal berarti harta benda atau kekayaan. Jadi

baitul mal secara harfiah bearti rumah harta benda atau kekayaan.

18 1bid, h. 114
' Lubis, Hukum..., h. 125
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Namun demikian, kata baitul mal biasa diartikan sebagai
perbendaharaan (umum atau negara). Sedangkan baitul mal dilihat
dari segi istilah fikih adalah suatu lembaga atau badan yang
bertugas untuk mengurusi kekayaan negara terutama keuangan,
baikyang berkenan dengan soal pemasukan dan pengelolaan,
maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain —
lain. Sedangkan baitul tamwil bearti rumah penyimpanan harta
milik pribadi yangdi kelola oleh suatu lembaga.?®

Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan
usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan pinjam. Usaha ini
seperti perbankan yakni menghimpun dana anggota dan calon
anggota serta menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal
dan menguntungkan. Namun demikian, terbuka luas bagi BMT
untuk mengembangkan lahan bisnisnya pada sektor riil maupun
sektor keuangan lain yang dilarang dilakukan oleh lembaga
keuangan bank. Karena BMT bukan bank, maka ia tidak tunduk
pada aturan perbankan.

Pada dataran hukum di Indonesia, badan hukum yang
paling mungkin untuk BMT adalah koperasi, baik serba usaha
(KSU) maupun simpan pinjam (KSP). Namun demikian, sangat
mungkin dibentuk perundangan tersendiri, mengingat, sistem
operasional BMT tidak sama persis dengan perkoperasian, semisal
LKM (Lembaga Keuangan Mikro) Syariah, dil.**

. Asas dan Landasan BMT

BMT berasaskan Pancasila dan UUD 45 serta berlandaskan
prinsip syariah Islam, keimanan, keterpaduan, kekeluargaan atau

koperasi, kebersamaan, kemandirian, dan profesionalisme.

?® Harun Nasution, Ensiklopedia Islam Indonesia, Jakarta: Djambatan,
1992, h. 161

! Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil,
Yogyakarta: Ull Press, 2004, h. 126-127
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Dengan demikian keberadaan BMT menjadi organisasi
yang syah dan legal. Sebagai lembaga keuangan syariah, BMT
harus berpegang teguh pada prinsip — prinsip syariah. Keimanan
menjadi landasan atas keyakinan untuk mau tumbuh dan
berkembang. Keterpaduan mengisyaratkan adanya harapan untuk
mencapai sukses di dunia dan akherat juga keterpaduan antara sisi
maal dan tamwil. Kekeluargaan dan kebersamaan bearti upaya
untuk mencapai kesuksesan tersebut diraih secara bersama.
Kemandirian berarti BMT tidak dapat hidup hanya dengan
bergantung pada uluran tangan pemerintah, tetapi harus
berkembang dari meningkatnya partisipasi anggota dan
masyarakat, untuk itulah pola pengelolaannya harus profesional.
Prinsip BMT
Dalam melaksanakan usahanya BMT, Berpegang teguh pada
prinsip utama sebagai berikut:

1) Keimanan dan ketagwaan kepada Allah SWT dengan
mengimplementasikannya pada prinsip — prinsip syariah dan
muamalah Islam ke dalam kehidupan nyata.

2) Keterpaduan, yakni nilai — nilai sepiritual dan moral
menggerakkan dan mengarahkan etika bisnis yang dinamis,
proaktif, progresif adil dan berakhlag mulia.

3) Kekeluargaan, yakni mengutamakan kepentingan bersama di
atas kepentingan pribadi. Semua pengelola pada setiap
tingkatan, pengurus dengan semua lininya serta anggota,
dibangun rasa kekeluargaan, sehingga akan tumbuh rasa saling
melindungi dan menanggung.

4) Kebersamaan, yakni kesatuan pola pikir, sikap dan cita — cita
antar semua elemen BMT. Antara pengelola dengan pengurus
harus memiliki satu visi dan bersama — sama anggota untuk

memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial.
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Kemandirian, yakni mandiri di atas semua golongan politik.
Mandiri berarti juga tidak tergantung dengan dana — dana
pinjaman dan bantuan tetapi senantiasa proaktif untuk
menggalang dana mayarakat sebanyak-banyaknya.
Profesionalisme, yakni semangat kerja yang tinggi, yakni
dilandasi dengan dasar keimanan. Kerja tidak hanya
berorientasi pada kehidupan dunia saja, tetapi juga kenikmatan
dan kepuasan ruhani dan akherat. Kerja keras dan cerdas yang
dilandasi dengan bekal pengetahuan yang cukup, keterampilan
yang terus di tingkatkan serta niat dan ghirah yang kuat. Semua
itu dikenal dengan kecerdasan emosional, spiritual dan
intelektual. Sikap profesionalisme dibangun dengan semangat
untuk terus belajardemi mencapai tingkat standar kerja yang
tertinggi.

Istigomah ; konsisten, konsekuen, kontinuitas / berkelanjutan
tanpa henti dan tanpa pernah putus asa. Setelah mencapai suatu
tahap, maka maju lagi ke tahap berikutnya dan hanya kepada
Allah SWT kita berharap.

. Fungsi BMT

Dalam rangka mencapai tujuannya, BMT berfungsi:

1)

2)

3)

Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong
dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi
ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat (Pokusma) dan
daerah kerjanya.

Meningkatkan kualitas SDM anggota dan pokusma menjadi
lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan
tangguh dalam menghadapi persaingan global.

Menggalang dan mobilisasi potensi masyarakat dalam rangka

meningkatkan kesejahteraan anggota.



33

4) Menjadi perantara keuangan antara agniya sebagai shohibul
maal dengan du’afa sebagai mudhorib, terutama untuk dana —
dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf, hibah dll

5) Menjadi perantara keuangan, antara pemilik dana (shohibul
maal), baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan
pengguna dana (mudhorib) untuk pengembangan usaha

produktif.?

22 |bid, h. 130-131



